GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/486/B.02/HK/2017

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TENTANG RETRIBUSI DAERAH

Menimbang :

Mengingat

Memperhatikan:

.
[y

GUBERNUR LAMPUNG,

bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung
Selatan tentang Retribusi Daerah, telah dievaluasi sesuai
dengan ketentuan Pasal 325 Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015;

bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, perlu
menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Hasil
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung
Selatan tentang Retribusi Daerah;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat [ Lampung;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan
Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 23 Tahun 2011;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah;

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang

Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 105 Tahun 2016
tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak
Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi
Daerah;

Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 974/3386/SJ Tanggal 26 Juli
2017 Hal Hasil Konsultasi Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Lampung Selatan tentang Retribusi Daerah.



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

Tembusar:

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG HASIL EVALUASI
RANCANGAN PERATURAN DAERAH XABUPATEN LAMPUNG
SELATAN TENTANG RETRIBUSI DAERAH.

Hasil Evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Lampung Selatan tentang Retribusi Daerah sebagaimana
tercantum pada Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Bupati Lampung Selatan bersama DPRD Kabupaten Lampung
Selatan segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian
terhadap Rancangan Peraturan Daerah tersebut berdasarkan hasil
evaluasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu.

Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah dimaksud telah
disempurnakan sesuai hasil evaluasi, Rancangan Peraturan
Daerah dimaksud dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah,
setelah mendapatkan Nomor Register Rancangan Peraturan
Daerah dari Gubernur.

Peraturan Daerah dimaksud pada Diktum Ketiga selanjutnya
disamnpaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Gubernur
Lampung paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan

dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 20 September 2017

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Selatan di Kalianda.



1.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/486/B.02/HK/2017

TANGGAL : 20 SEPTEMBER 2017
HASIL EVALUASI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

PERUBAHAN PERATURAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG
RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

No | Materi Raperda Rumusan Raperda Rumusan Penyempurnaan Keterangan
1 2 3 4 5
RANGANGAN-RERATURAN-DARRAM-KABURATRNLAMRUNG-SELATAN | Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, agar mencabut Peraturan
NOMOR-——TFAMUN Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 14 Tahun 2011 tentang
IENTANG Retribusi izin Gangguan, karena dasar hukum pemberian Lzin
PERUBAMAN-EERTAMA-ATAS-PERATURAN-DABRAM Gangguan di Daerah yang distur dalam Peraturan Menteri Dalam
KABURATEN-LAMRUNG-SELATAN-NOMOR-44 TAHUN-2044 Negerd Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Lzin
TENTANG-RETRIBUSHZIN-GANGGUAN Gangguan di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeni Nomor 22 Tahun 20168 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negesri Nomor 27 Tahun 2009 tentang
Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah telah dicabut dengan
Peraturan Manteri Dalam Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2008 tentang
Pedoman Penetapan izin Gangguan di Daerah sehagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun
2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan lxin Gangguan
di Daerah
2. PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG
No | Materi Raperda Rumusan Raperda Rumusan Penyempurnaan Keterangan

2

3

4

5

Konsiderans
Menimbang

a. bahwa untuk melaksananakan ketentuan Pasal 110 ayat (1) huruf | Undang-
Undang 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka
periu mengatur Beayelehggara dan Retribusi pelayanan Tera / Tera ulang;

. bahwa untuk melaksananakan ketentuan Pasal 110 ayat (1)

huruf | Undang-Undang 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah, maka periu mengatur Penyelenggaraan

Diktum Menimbang huryi a
disempumakan,

(

dan Retribusi pelayanan Tera/ Tera ulang,
{




2

3

4

5

Konsiderans Mengingat

3. Undang-Undang Nomar 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 43} ;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1983 tentang {am# biaya tera
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 35, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3257} sebagaimana telah
diubah dengan peraturan pemerintah nomor 16 tahun 1986 (Lembaran
Negara Republik indonesia Tahun 1986 Nomor 22, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3329);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab
Undang-Undang Hukun Acara Pidana (Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 1983 Nomor-8, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 88 Tahun 2848 {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor §464);

3.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1381 Nomor 11,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1983 tentang tarif biaya

tera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor
35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3257) sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah
nomor 16 tahun 1986 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1986 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3329);

12.Peraturan Pemerintzh Nomor 27 Tahun 1983 tentang

Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukun Acara Pidana
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258}
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 290, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5772);

Angka 3 disempurnakan.

Angka 6 dihapus, karena lidak ada
kailannya dengan pembentukan
Raperda

Angka 8 dihapus, karena Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011
digunakan hanya sebagai pedoman
penyusunan sehingga tidak periu
dicantum  dalam  konsidemn
mengingat

Angka 10 dihapus, karena tidak
ada kaitannya dengan
pembentukan Raperda

Angka 11 disempirnakan

Angka 12 disempumakan

Angka 14, 15, 16, 18dan angka
22 dihapus, karena tidak ada
katanrya dengan pembeniukan
Rapernda




2 3 4 5
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 20844 teniang | 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang | Angka 13 disempurnakan
Pembentukan Produk Hukum Daerah; Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
20. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 70/M-DAG/PER/10/2014 tentang | 20. Peraturan  Menteri  Perdagangan Nomor :  70/M- | Angka 20 disempumakan
Tera dan Tera Ulang Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perengkapannya; DAGPER/M(/2014 tentang Tera dan Tera Ulang Alat Ukur,
Takar, Timbang dan Perlengkapannya (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 1565);
21. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 71/M-DAG/PER/10/2014 tentang 21. Peraturan  Menteri  Perdagangan Nomor :  71/M- | Angka 21 disempurnakan
Pengawasan Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya, DAG/PER/0/2014 tentang Pengawasan Alat-Alat Ukur, Takar,
barang dalam Keadaan Terbungkus dan Satuan Ukuran; Timbang dan Perlengkapannya, barang dalam Keadaan
Terbungkus dan Satuan Ukuran (Benta Negara republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 1566);
Ketentuan Umum Menetapakan : PERATURAN DAERAH TENTANG | Menetapakan : PERATURAN DAERAH TENTANG | Pasal 1:
PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI PELAYANAN PENYELENGGARAAN DAN  RETRIBUSI | - Pengetikan Frase “Dalam
TERA [TERA ULANG. PELAYANAN TERA /TERA ULANG. Peraturan...” dan seterusnya
sejajar  dengan frase
Pasal 1 Pasal 1 “Peraturan Daerah...” pada
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud Konsiderans menetapkan.
- Angka 1 diubah sesual
1. Daerah adalah kabupaten-=ampung-Belatan. dengan: ketentuan Pasal 1 UU No. 23

2. Pemenntah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

1. Daerah adalah kesatuan masyarakat
hukum vang mempunyai batas-batas
wilayah yang berwenang mengatur _dan
mengurus _ Urusan _ Pemerintahan __dan
kepentingan masyarakat setempat
menurut prakarsa sendiriberdasarkan
aspirasi_ masyarakat dalam sistern Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai
unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah
yang memimpin pelaksanaan  urusan
pemenntahan yang menjadi kewenangan
daserah otonom.

Tahun 2014
- Angka 6 agar disesuaikan
dengan Perda 7 Tahun 2016




3 4 5
Dinac—Rendapatan—adalah 6. Dinas/Badan adalah..... - Angka 10, 16, 17, 20, 21, 25,
Selatan- 10. Metrologi Legal adalah Metrologi yang mengelola satuan-satuan 28, 29 dan angka 30

10. Mefrologi Legal adalah Metrologi yang mengelola satuan-satuan ukuran, metode- ukuran, mefode-metode pengukuran dan alat-alat ukur yang disempumakan.
metode pengukuran dan alat-alat ukur yang menyangkut pemasyaralatan teknik menyangkut persyaratan teknik dan peraturan berdasarkan undang-
dan peraturan berdasarkan undang-undang yang bertujuan melindungi undang yang bertujuan melindungi kepentingan umum dalam hal
kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran. kebenaran pengukuran.

6. Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perengkapan yang selanjutnya disingkat UTTP, | 16. Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Periengkapannya yang selanjutnya
adalah alat yang wajib ditera, ditera ulang, bebas tera ulang, bebas tera dan tera disingkat UTTP, adalah alat yang waijib ditera, ditera ulang, bebas tera
ulang. ulang, bebas tera dar tera ulang.

17. Barang Dalam Keadaan Terbungkus yang selanjutnya disingkat BDKT adalah | 17, Barang Dalam Keadaan Terbungkus yang selanjtnya disingkat
barang yang-diterpatian-dalam-bungiusan-atau-kemacan-tarfutup-yang-uaty BDKT adalah barang atau komuditas terentu yang dimaksudkan
embulasya-has kedalam kemasan fertutup dan untuk memperqunakan harus

merusak kemasan alau segel kemasan yang kuantitasnya telah
ditentukan dan din n pada le lum_diedarkan, dijual
ditawarkan atau dipamerkan.

20. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik | 20. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang mesupakan
yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang idak meiakukan
Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Persercan Komanditer,
Milk Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun , firma, kongsi, Persercan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan
koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, nama dan dalam bentuk apapun , firna, kongsi, koperasi, dana
organisasi sosial politk atau organisasi yarg-eejenis, lembaga, bentuk—ueaha pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa,
{etap dan bentuk badan lainnya. organisasi sosial politik atau organisasi,_lembaga, dan bentuk badan

lainnya termasuk konirak investasi kolektf dan bentuk usaha tetap.

1. Alat Ukur adalah alat yang diperuniukan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas. 21, Alat Ukur adalah alat yang diperuntukan atau dipakai bagi pengukuran

kuantitas dan/atau kualitas.

25. Menara adalah hal menandai dengan tanda fera sah atau tanda tera batal yang 25. Menara adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera
beraku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah ateu tanda batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang
tera batal yang berlaku dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak metakukan bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku dilakukan oleh
pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, fimbang dan pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian
perlengkapannya yang belum dipakai. yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan

periengkapannya yang belurn dipakai.

8. Renvelenggara-dan Refribusi pelayanan teraftera ulang yang selanjutnya disebut [28. Retribusi pelayanan teratera ulang yang selanjutnya disebut
Reftribusi adalah pembayaran atas pelayanan fera dan tera ulang alat-alat ukur, Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan tera dan tera ulang alat-
takar, imbang dan perlengkapannya yang disediakan oleh Pemerintah Daerah, alat ukur, takar, imbang dan perlengkapannya yang disediakan oleh

Pemenntah Daerah.

29, Wajib Rewibusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan 2. Wajib Refribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut
perundang-undangan Retribusi  diwajibkan untuk melakukan pembayaran peraturan  perundang-untangan Retribusi diwajibkan  untuk
Refribusi. melakukan pembayaran Retribusi termasuk pemungut atau pemotong

refribusi tertentu.

30. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjuinya disingkat SKRD adalah surat B0. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD
ketetapan yang menentukan besarnya pokok Retribusi. adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besamya jumlah

pokok Refribusi yang terutang.




3

]

5

BAB il
TERA, TERA ULANG DAN REMBARSASAN-TERA
Pasal 3

(1) UTTP Mebelegi-Legal yang wajib ditera dan ditera ulang adalah UTTP
Motrelogi-=agal yang secara langsung atau tidak tangsung digunakan atau
disimpan dalam keadaan siap pakal untuk keperluan menentukan hasil
pengukuran, penakaran atau penimbangan untuk

kepentingan umum;

usaha;

menyerahkan atau menerima barang;

menentukan pungutan atau upah;

menentukan produk akhir dalam perusahaan dan;

melaksanakan peraturan perundang-undangan.

2 UTTP Metrologi Legal yang dibebaskan dari tera ulang adalah UTTP
Metrologi Legal yang digunakan untuk pengawasan dalam perusahaan.

(3) Untuk memperoleh pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
pemilik atau pemakai UTTP Metrologi Legal yang bersangkutan haris
mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati atau Dinas dan/atau
instansi yang berwenang.

o anon

Pasal 4
(1) WIR-yang dibebaskan dari tera ulang adalah UTTP yang khusus
diperuniukkan atau dipakai untuk keperiuan rumah tangga.

Pasal 7
(1) Pelaksanaan tera dan tera ulang UTTP Metrologi Legal di tempat-tempat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dan huruf ¢ dilakukan atas

pemintaan yang-bedkepentingan kecuali pelaksanaan sidang tera ulang.
(2) Remwintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harye-dapat-gisetuii

jika-momenuhi-cyarat-cyarat:

a. sanggup mengusahakan adanya alat penguiji, bahan pengujian dan
perlengkapannya serta tenaga bantuan; dan

b. menyediakan ruang kerja yang serasi antara lain rata, cukup luas,
terang, tidak terpengaruh angin atau hujan dan menjamin bahwa
ruangan tidak dipergunakan untuk keperiuan lain

BAB Il
UTTP YANG WAJIB DITERA, TERA ULANG DAN UTTP YANG
DIBEBASKAN DARI TERA DAN TERA ULANG
Pasal 3

(1) UTTP yang wajib ditera dan ditera ulang adalah UTTP yang secara
langsung atau tidak langsung digunakan atau disimpan dalam keadaan
siap pakai untuk keperluan menentukan hasil pengukuran, penakaran
atau penimbangan untuk :

a. kepentingan umum;
b. usahga;

¢. menyerahkan atau menerima barang;

d. menentukan pungutan atau upah;

e. menentukan produk akhir dalam perusahaan dan;

f. melaksanakan peraturan perundang-undangan.

(2) UTTP Metrologi Legal yang dibebaskan dan tera ulang adalah UTTP
Metrologi Legal yang digunakan untuk pengawasan di datam perusahaan
atau fempat-tempat yang ditetapkan oleh Bupati.

(3) Untuk memperoleh pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
pemilik atau pemakai UTTP Metrologi Legal yang bersangkutan waiib
mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati atau Dinas dan/atau
instansi yang berwenang.

Pasal 4
(1) UTTP yang khusus diperuntukkan atau dipakai untuk keperiuan rumanh
tangga dibebaskan dari tera ulang.
(2) UTTP yang dibebaskan dari tera dan tera ulang sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) untuk pertama kalinya wajib diuji oleh instansi yang
memdibidang metrologi legal UTTP.

Pasal 7
(1) Pelaksanaan tera dan tera ulang UTTP Metrologi Legal di tempat-
tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dan huruf ¢
dilakukan atas permintaan pemilik UTTP atau pihak ketiga kecuali
pada pelaksanaan sidang tera ulang.
(2) Pelaksanaan tera atau tera ulang sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan dengan ketentuan pemifik UTTP:
a. sanggup mengusahakan adanya alat penguiji, bahan pengujian dan
periengkapannya serta tenaga bantuan; dan
b. menyediakan ruang kerja yang serasi antara lain rata, cukup luas,
terang, tidak terpengaruh angin atau hujan dan menjamin bahwa
ruangan tidak dipergunakan untuk keperiuan lain

Judul BAB il dan

Pasal

disempurnakan.

Pasal 4

disernpumakan.

Pasal 7

disempumakan.
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4

Ketentuan Larangan

Pasal 9

Pegawai yang berwenang melakukan kegiatan operasional sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut :

a. PNS;

b. lulus pendidikan dan pelatihan sebagai penera; dan

¢. diberi wewenang untuk melaksanakan kegiatan kemefrologian sesuai

(1)

(2)

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berfaku

Pasal 16

Setiap orang dliarang mempunyai, menaruh, memamerkan, memakai atau

menyuruh memakai ditempat-tempat tertentu UTTP yang :

a. bertanda tera batal;

b. tidak bertanda tera sah yang berlaku atau tidak disertai keterangan
pengesahan yang berlaku;

¢. tandateranya rusak;

d. setelah adanya dilakukan perbaikan atau perubahan yang dapat
mempengaruhi panjang, isi, berat atau penunjukannya yang sebelum
dipakai kembali tidak disahkan oleh pegawai yang berwenang;

€. panjang, isi, berat atau penunjukannya menyimpang dan nilai yang
seharusnya gam pada yang dijjinkan; dan

f.  untuk keperluan lain selain dan yang dimaksud.

Pasal 17
Setiap orang dilarang memasang alat ukur, alat penunjuk atau alat lainnya
sebagai tambahan pada alat-alat ukur, takar atau timbang yang sudah
ditera elang.
Alat-alat ukur takar atau tmebangas yang diubah atau ditambah dengan
cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperiakukan sebagai tidak
ditera atau ditera ulang.

Pasal 18

Dilarang pada tempat-tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2)
memakai atau menyuruh memakai UTTP untuk hal-hal sebagai berikut :

a.
b.

C.

dengan cara lain atau dalam kedudukan lain darl pada yang seharusnya;
uniuk mengukur, menakar alau menimbang melebihi kapasitas
maksimumnya; dan

untuk mengukur, menakar, menimbang atau menentukan kurang dan pada
batas terendah.

Pasal 9
Pegawai yang benwenang melakukan kegiatan operasional sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berlkut :
a. PNS yang bertugas diunit metrologi legal;
b. lulus pendidikan dan petatihan sebagai penera; dan
¢. diberi wewenang untuk melaksanakan kegiatan kemetrologian sesuai
dengan ketentuan peraturan penindang-undangan yang berlaku.

Pasal 16
(1) Sefiap orang dilarang mempunyai, menaruh, memamerkan, memakai
atau menyuruh memakai ditempat-tempat testentu UTTP yang :

a. bertanda tera bataf;

b. tidak bertanda tera sah yang berlaku atau tidak disertai keterangan
pengesahan yang berlakuy;

¢. tandateranya rusak;

d. setelah adanya dilakukan perbaikan atau perubahan yang dapat
mempengaruhi panjang, isi, berat atau penunjukannya yang
sebelum dipakai kembali tidak disahkan cleh pegawai yang
berwenang,

e. panjang, isi, berat atau penunjukannya menyimpang dari nitai yang
seharusnya dari pada yang diijinkan; dan

f. untuk keperluan lain selain dar yang dimaksud.

2

Pasal 17
Setiap orang dilarang memasang alat ukur, alat penunjuk atau alat
lainnya sebagai tambahan pada alat-alat ukus, takar atau timbang yang
sudah ditera atau ditera ulang.
Alat-aiat ukur takar atau timbang yang diubah atau ditambah dengan
cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlakukan sebagai tid ak
ditera atau ditera ulang.

(1)

(2)

Pasal 18
Dilarang pada tempat-tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat
(2) memakai atau menyuruh memakai UTTP untuk hal-hal sebagai berikut :
a. dengan cara lain atau dalam kedudukan lain dari pada yang
seharusnya;
b. untuk mengukur, menakar atau menimbang melebihi kapasitas
maksimumnya; dan
¢.  untuk mengukur, menakar, menimbang atau menentukan kurang dan
pada batas terendah yang ditentukan.

Pasal §
disempumakan.

Pasal 16 ayat (1)
huruf e
disempumnakan.

Pasal 17
disempumakan.

Pasal 18 hunf ¢
| disempumakan.

(
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Pasal 19 Pasal 19 Pasal 19
Dilarang menggunakan sebutan dan lambang satuan selain satuan sistem | Dilarang menggunakan sebutan dan lambang satuan selain satuan sistem | disempumakan.
internasional pada pengumuman tentang barang yang dijual dengan cara | intemasional pada pengumuman tentang barang yang dijual dengan cara
ukur, takar, timbang, baik dalam surat kabar, majalah atau surat tempelan, | diukur, ditakar, ditimbang, baik dalam surat kabar, majalah atau surat
pada stiker yang dilekatkan atau disertakan pada pada barang atau bungkus | tempelan, pada stiker yang dilekatkan atau disertakan pada barang atau
barang atau pada bungkusnya sendid maupun pemberitahuan lainnya yang | bungkus barang atau pada bungkusnya sendiri maupun pemberitahuan
menyatakan ukuran, takaran atau berat lainnya yang menyatakan ukuran, takaran atau berat
Pasal 20 Pasal 20 Pasal 20
Dilarang memproduksi atau menjual, menawarkan untuk dibeli atau | Dilarang memproduksi atau menjual, menawarkan untuk dibeli atau | disempumakan
memperdagangkan dengan apapun juga, semua barang menurut ukuran, | memperdagangkan dengan cara apapun juga, semua barang menurut
takaran, timbangan atay jumlah selain menurut ukuran yang sebenamya, isi | ukuran, takaran, timbangan atau jumiah selain menurut ukuran yang
bersih, berat bersih atau jumiah yang sebenarmnya yang dinyatakan dalam label | sebenamya, isi bersih, berat bersih atau jumlah yang sebenamya yang
atau etiket pada barang tersebut dinyatakan dalam label atau etiket pada barang tersebut
Nama, Obyek Dan Pasal 22 Pasal 22 Pasal 22
Subyek Retribusi p-Ratrbuck-pola Dengan nama Retribusi pelayanan teraftera ulang dipungut Retribusi atas | disempumakan,
pelayanan pengujian alat ukur, takar, imbangan dan perlengkapannya dan | Sesuai  ketentuan
pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai :;_sff’ 313% aﬂ? (gg
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tahun 2009
Pasal 23 Pasal 23
Obyek Retribusi adalah: diseﬂwm*:nte N
(1) pelayanan pengujlan alat-alat ukur, takar, timbang dan | Sesual etentan
periengkapannya; dan Pasal ;022 UU No. 28
(2) pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai | 120V 2008.
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 24 Pasal 24
Jenis alat-alat UTTP dan/atau BDKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal | disempumakan dan
23 meliputi : pengetikan angka 1
a. ala\ ukuran panjang; dan angka 2 huryf f
b. alat ukur permukaan cairan (level gauge) : disejajarkan
1. mekanik;dan
a. ukuran panjang; 2. elektronik;
b. alat ukur permukaan cairan {level gauge) : c. takaran (basah/kering);
1. mekanik;dan d. tangki ukur:
2. elektronik; 1. bentuk silinder tegak;

C. takaran (basah/kering);

2. bentuk silinder datar; dan

3. bentuk bola dan speroidal;
(




2 3 4 5
d. tangki ukur: e. tangki ukur gerak :
1. bentuk siinder tegak; 1. tangki ukur mobil dan tangki ukur wagon; dan
2. bentuk silinder datar; dan 2. tangki ukur tongkang, tangki ukur pindah, tangki ukur apung dan kapal;
3. bentuk bola dan speroidal; f.  alat ukur dari gelas
e. tangki ukur gevak : 1. labu ukur, buret dan pipet;dan
1. tangki ukur mobi dan tangki ukur wagon; dan 2. gelas ukur
2. tangki ukur tongkang, tangki ukur pindah, tangki ukur apung dan kapal; g. ..dst
f alat ukur dari gelas :
% labu ukur, buret dan pipet;dan
2 gelas ukur
g ..dst
Pasal 25 Pasa 25 Pasal 5
Subyek Refribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan-pelayanan | Subyek Refribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan | disempumakan,
Tera dar Tera Ulang UTTP TeraTera Ulang UTTP dar Pemerintah Daerah. sesuai keteniuan
Pasal 125 UU No. 28
Tahun 2009
Pasal 26
Pasai 26 Pasal 26 disempurnakan,
Refribusi pelayanan terafera uiang  digolongkan pada I - sesuai ketentuan
Retribusi Jasa Umum. Refribusi pela.yanm teratera ulang termaksud golongan Retribusi Jasa Umum. Pasal 110 ayat (1) UU
No. 28 Tahun 2009
Cara Mengukur Tingkat Pasal 27 Pasal 27 Pasal Vi)
Penggunaan Jasa MFM (1) Tingkat penggunaan Jasa Tera/Tera Ulang dihitung berdasarkan fingkat | disempumakan
(1) Tingkat penggunaan Jasa Tera dah Tera kesultan, karakteristk, jenis, kapasias dan peralatan pengujian yang | sesuai  ketentuan

Prinsip Yang Dianut

Dalam Menetapkan
Struktur
Dan Besamya Tarif

dan—Porengkapanpya dikitung berdasarkan jenis, kapasitas dan peralatan
penguijian yang digunakan .

(2) Tata cara mengukur tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat
{1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB Xii
PRINSIP DAN-SASARAN DALAM MENETAPKAN STRUKTUR
DAN BESARNYA TARIF
Pasal 28
Prinsip dan sasaran dalam penetapan Mr-dan-besanyatanf Refribusi dengan
memperhatikan biaya epe biaya AR araan, kemampuan
masyarakat, aspek keadllan dan kapasﬁan-hekum-

digunakan,
(2} Tata cara mengukur tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB Xil
PRINSIP DAN SASARAN DALAM MENETAPKAN STRUKTUR
DAN BESARNYA TARIF
Pasal 28
(1} Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Refribusi ditetapkan dengan
memperhatikan biaya penyediaan jasa yanq bersangkutan, kemampuan
masyarakat, aspek keadilan dan efekiifitas pengndaliaan atas pelayaan
tersebut.
(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya oprasi dan
pemeliharan biaya bunga dan biaya modal.
(3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memparhatikan biaya penyediaan jasa,
penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Pasal 151 UU No. 28
Tahun 2009 dan
Pasal 236 ayat (4) UU
No. 23 Tahun 2014

- Judl Bab X
disempumakan.

- Pasal 28
disempumakan
dengan menambah
2 (dua) ayat baru
yaitu ayat (2) dan
3

]

(
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8 | Struktur Dan Besamya BAB Xl BAB Xl - Judul Bab XN
Tarif Refribusi STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI disempurnakan,
Pasal 29 Pasal 29 - Pasa 29
{1) Strukiu-dan-besarnya-tari-ditetapkan-berdasarkan-perggun (1) Tarf Refribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang digolongkan berdasarkan jenis |  disempumakan,
kapasitac-cera-poralatan-yang-digurakan. pelayanan teraftera ulang yang diberikan. sesuai  ketentuan
(2) Besamya tarif Retibusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam | (2) Struktur dan Besamya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum Pasal 156 ayat (3)
Lampiran dan merupakan bagian yang tidek terpisahkan dari Peraturan Daerah dalam Lampiran dan merupakan bagian yang fidak terpisahkan dari Peraturan huruf e UU No. 28
ini. Daerahini, Tahun 2009
9 | Wilayah Pemungutan Pasal 30 Pasal 30 Pasal 30
Retribusi dipungut dalam wilayah Daerah Kabupaten Lampung Seiatan Retribusi yang terutang dipungut dalam wilayah Daerah Kabupaten Lampung disempumakan,
Selatan. sesuai ketentuan
Pasal 156 ayat (3)
huruf f UU No. 28
Tahun 2009
10 | Penentuan BAB XV1 8AB XVI - Judul bab XV
Pembayaraan, Tempat FATA-CARA-REMUNGUTAN PENENTUAN PEMBAYARAAN. TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN disempumakan.
Pembayaran, Angsuran Pasal 32 PENUNDAAN PEMBAYARAN - Pasal 32dan Pasal
| dan Penundaan Pemungutan Refribusi tidak dapat diborongkan. Pasal 32 33 diiadixan 1
Pembayaran (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan. (satu) Pasal yaitu
Ragal-34 {2) Refribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang Pasal 32dan
(1) Retnbusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen fain yang dipersamakan, tambahkan 1 (satu)
dipersamakan. (3) Bentuk dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ayat baru yaitu ayat
(2) Bentuk dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kwitansi dan surat keterangan hasil peneraan. 4)
adalah kwitansi dan surat keterangan hasil peneraan. {(4) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat {1) disetor secara | - Urutan Pasal
bruto ke kas daerah. selanjutnya
menyesuaikan.
11 | Tata Cara Pembayaran Pasal 34 Pasal 34 Pasal KT
(1) Refrbusi yang terutang harus dilunasi sekaligus. (1) Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus. disempurnakan,
{2) Tata cara pembayaran dan tempat pembayaran Refribusi sera-ponyeterannya | (2) Pembayaaran refribusi tentang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) | sesuai ketentuan

ditetapkan-dengan peraturan Bupati

ditakukan selambat-lambatnya 7 (twjuh) han sejak diterbitkan SKRD atau
dokumen lain yang dipersamakan.

{3) Tata cara pembayaran dan ftempat pembayaran Retribusi
penyetorannya ditetapkan dengan peraturan Bupati

serta

Pasal 156 ayat (3)
hursf g UU No. 28
Tahun 2009 dan
Pasal 236 ayat (4} UU
No. 23 Tahun 2014
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12 | Kedalywassa Penagihan Pasal 36 Pasal 36 Pasal 36
(1) Penagihan Refribusi dinyatakan kedaluwarsa setelah melampaui jargka waktu | (1)  Hak untuk melakukan Penagihan Refribusi menjadi kedaluwarsa setelah | disempurnakan, dengan
3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terbutangnya retibusi, kecuali apabila wajib melampaui waktu 3 {tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, | menambah 3 (tiga) ayal
refribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi. kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi. baru yaitu ayat (3), ayal
(2) Kedaluwarsa penagihan Refribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) | (2) Kedaluwarsa penagihan Refribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1} | (4) dan ayat (5) sesvai
tertangguh apabila : tertangguh apabila : ketentuan Pasal 167
a. diterbitkan surat teguran; dan a. diterbitkan surat teguran; dan UU No. 28 Tahun 2009
b. ade pengakuan hutang Retibusi dari wajib Refribusi bak langsung b. ada pengakuan hutang Retribusi dari wajib Retribusi baik langsung
maupun fidak langsung. maupun tidak langsung.
(3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf 3, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat
teguran tersebut
{4) Pengakuan utang refribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan
masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada
pemenintah daerah.
{5) Pengakuan uteng refribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran
atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib
refribusi.
- Pasal... - Tambahkan Pasal
(1) Refribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan baru yang mengatur
penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan. fentang tata cara
(2) Penghapusan Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud penghapusan
pada ayat (1) ditetapkan dengarr Keputusan Bupati. retribusi sesuai
(3) Ketentuan mengenai tata cara penghapusan Reftribusi yang sudah ketentuan Pasal 168
kedaluwarsa diatur lebh lanjut dengan Peraturan Bupati. UU No. 28 Tahun
2009
- Pasal  selanjutnya
menyesuaikan
13 | Penyidikan Pasal 38 Pasal 38 Pasal 38
(1)  Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah dibeni | (1) Selain penvidik Kepolisian Republik indonesia Pejabat Pegawai Negeri Sipil | disempurnakan, sesuai
wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebaga | ketentuan Pasal 173
pidana dibidang Refribusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Penyidik unmuk melakukan penyidikart tindak pidana di bidang Retribusi | LU No. 23 Tahun 2014
Hukum Acara Pidana yang berlaku, Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Acara Pidana.
(2)  Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah {2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai

a menenma, mencari, mengumpulkan, dan menelii keterangan atau
laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Refibusi agar
keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

b. menelli, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi
atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan
dengan tindak pidana retribusi;

Neger Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh
peiabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
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¢. meminta keterangan dan bahan bukti dan orang pribadi atau badan

sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi;

d. memenksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen

lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi;

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti

pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta
melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

f.  meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas

penyidikan findak pidana dibidang retribusi;

g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan

ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berangsung
dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa

sebagaimana-dimakeud-pada-hurito;

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana

retribusi;

i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa

sebagai tersangka atau saksi;
menghentikan penyidikan; dan

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan

findak pidana dibidang Retribusi  MERUR==-RukbM-yaRg

boranggunagjawab:
Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan
dimuiainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada
Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik

Indonesta sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang
Hukum Acara Pidana yang berlaku.

(3) Wewenang penyidik bagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau
laporan berkenaan dengan tindak pidana aibldang retribusi agar
keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan
jelas,

b. meneliti, mencari dan mengumpukan keterangan mengenai
orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang
dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi
daerah tersebut,

C. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan
sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;

d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan
tindak pidana dibidang retribusi daerah;

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti dari
pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan
penyitaan terhadap barang bukti tersebut;

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas
penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;

g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seorang meninggalkan
ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang
berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau
dokumen yang dibawa,;

h. memotret Seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana
dibidang retribusi daerah;

i. memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan

diperiksa sebagai tersangka dan saksi;

menghentikan penyidikan; dan/atau

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan
tindak pidana dibidang retribusi daerah sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan.

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan

dimulainya penyidikan dan penyampaikan hasil penyidikan kepada

Penuntut Umum melalui Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia,

sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum

Acara Pidana

—
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14 | Ketentuan Pidana Pasal 39 Pasal 39 Pasal 39
(1)  Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 3 ayat (1), Pasa 5, Pasal 11, Pasal 12, | (1)  Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 3 ayat (1), Pasd 5, Pasal 11, Pasal | disempumakan,
Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, 12, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19 dan Pasal 20 diancam | dengan
dan-Rasal-88 diancam pidana kurungan paling lama 6 {enam} bulan atau pidana kurungan paling lama & (enam} bulan atau denda paling banyak | menambzhkan 2
denda paling banyak sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah). sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). (dua) ayat bary,
(2)  Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat {1} adalah pelanggaran (2}  Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana | sesuai  ketentuan
dimaksud dalam Pasal 33 sehingga merugikan keuangan daerah diancam | Pasai 176, Pasal
pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (iiga) | 178 LU No. 28
kali jurnlah retribusi terutang yang fidak atau kurang bayar. Tahun 2009 dan
{3}  Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah Pasal 235 ayat (4)
pelanggaran
()  Denda pidana sebagamana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan | JU No. 23 Tahun
penenmaan negara. 2014
15 | Nomor Register NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN | Pada akhir  kolom
PROVINSI LAMPUNG : penetapan dan
pengundangan
tambahkan frase

Nomor register sesuai

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab
Undang-Undang Hukun Acara Pidana {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1983 Nomor-8, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 88 Tahun 2640 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6464);

. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Petaksanaan Kitab

Undang-Undang Hukun Acara Pidana {Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3258} sebagaimana telah diubah beberapa kaii terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5772);

Tahun 2012 digunakan sebagai
pedoman penyusunan shg fidak

periu  dicantumkan
konsideran mengingat

Angka 9 disempuimakan

ketentuan
Permendagri No. 80
Tahun 2015
3. PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN IKAN
No | Materi Raperda Rumusan Raperda Rumusan Penyempurnaan Keterangan
[ 1 2 3 4 5
1 Diktum Mengingat Angka 12 dihapus , UU No 12

dalam

L
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- Angka 13, 14 dan angka 16
dihapus, karena fidak ada
kaitannya dengan pembentukan
Raperda
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan | Tambahkan Permendagri
Produk Hukum Daerah (Berita Negara republik [ndonesia Tahun 2015 Momor | Nomor 80 Tahun 2015 tentang
2038); Pembentukan Produk  Hukum
Daerah.
Batang Tubuh BABI BABI Batang Tubuh
KETENTUAN UMUM KETENTUAN UMUM a. Pasal
Pasal 1 Pasal 1 1. pengetikan frase

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah KabupaterLampung-Solatan.
2, ..gst

bentuk-usaha-lolap-sera-bentulusahalainnya.

8- Koperasi adalah Kumpulon—ataw Badan Usaha yang dimiliki—dan
dioperasikan demi kepentingan bersama. Koperasi melandaskan kegiatan
berdasarkan prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas
kekeluargaan.

Daiam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Deerah adalah kesatuan masyarakat hukum vang
mempunyai batas-batas wilayah_ yang berwenang
mengatur dan_mengurus Urusan Pemerintahan dan
kepentingan masyarakat sefempat menurut prakarsa

sendiri berdasarkan aspirasi_ masyarakat dalam_sistem
Negara Kesatuan Republik Indonesia.

N ¢

Perangkat Daerah _adalah unsur pembantu Bupati dan
Dewan  Perwakilan  Rakyat Daerah  dalam
penvelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah

;o

7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau_moda yang
merupakan kesatuan, bak yang melsksanakan usaha
maupun _vang fidak melakukan usaha yang meliputi
perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan
lainnya Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan
Usaha Milik Daerah {BUMD) dengan nama atau bentuk
apapun, firma, kongsi, koperasi_ dana  pensiun,
persekutuan, perkumpulan, yayasan, ormas, Qrganisasi,
sospol atay organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan
lainnya termasuk kontrak investast kolektif dan bentuk
usaha fetap.

“Dalan Peraturan....”
diketik sejajar dengan
frase “Peraluran
Daerah..” pada Dkium
Menetapkan,
sefanjutnya
menyesuaikan

2. Angka 1 diubah sesuai
ketentuan Pasal 1
Angka 12 UUJ No. 23
Tahun 2014

A
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45: Pangkalan Pendaraian lkan yang selanjutnya disingkat PP| adalah
Pelabuhan Pesikanan yang terdii ates daratan dan perairan
disekitamya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan
dari kegiatan sistemn bisnis perikanan, yang digunakan sebagai
tempat kapal perikanan bersandar, berabuh dan bongkar muat
ikan.

48: Retribusi Pelelangan lkan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah
pemungutan daerah sebagai atas pembayaran jasa atau pemberian
izin yang khusus disediakan dan diberkan Pemerintzh Daerah
urtuk kepentingan pribadi atau badan usaha melakukan transaksi
juak-beli ikan ditempat pelelangan ikan.

29: Wajib Refribusi adalah orang pribadi atau badan vang menurut
peraturan perundang-undangan refribusi  diwajibkan  untuk
melakukan pembayaran refribusi, termasuk pemwngutan atau
perolengan refribusi testentu.

@2 Surat Ketetapan Retribusi Daerah selanjutnya disingkat SKRD
adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi
yang terutang.

23 Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjubnya
disingkat SXRDLB adalah surat ketetspan retibusi yang
menentukan jumiah kelebihan pembayaran refribusi yang terutang
atau tidak seharusnya terutang.

#4. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang
selanjutnya disebut SKRDKBT adalah surat kepulusam yang
menentukan tambahan ztas jumlah retibusi yang telah ditetapkan.

2% Pemerksaan adaah serangkaian keglatan wrtuk—roncar;

ntuk  menguiji
kepatuhan pemenuhan kewsjiban refribusi dan untuk tujuan laln
dalan rangka melaksanakan ketentuan pengaturan perundang-
undangan refribusi daerah,

20- Penyidikan Tindak Pidana di bidang Refribusi Daerah yang
selanjutnya disebut penyidikan adalah serangkaian tindakan yang
dilakukan Penyidik mencari seta mengumpulkan bukti yang dengan
bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah
yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

16.

18.

20.

22,

2.

24,

27,

29.

Koperasi adaiah Badan Usaha yang beranggotakan orang-orang
atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kepentingannya
berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi
rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan.

Pangkalan Pendaratan lkan yang selanjutnya disingkat PPl adalah
Pelabuhan Perkanan yang terdin atas daratan dan perairan
disekitamya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan
pemerintah dari kegiatan sistem bisnis perikanan, yang digunakan
sebagal tempat kapal perkanan bersandar, beriabuh dan bongkar
mwat ikan,

Retribusi Pelelangan Ikan yang selanjutnya disebut Refribusi
adalah pemungutan daerzh sebagal atas pembayaran jasa atau
pemberian izin yang khusus disediskan danfatay  diberikan
Pemerimtah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan usaha
melakukan yang transaksi jual-beli ikan ditempat pelelangan ikan.
Waijib Refribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut
peraturan perundang-undangan refribusi  diwajibkan untuk
melakukan pembayaran refribusi, termasuk pemungut atau
pemotfong refribusi tertentu,

Surat Ketetapan Retribusi Daerah selanjutnya disingkat SKRD
adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya juriah pokok
retribusi yang terutang.

Surat Ketetapan Refribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya
disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang
menentukan jumiah kelebihan pembayaran refribusi karena jurmiah
kredit retribusi lebih besar daripada refribusi yang fenutang atau
tidak seharusnya terutang.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang
selanjutnya disebut SKRDKBT adalah surat ketetapan retribusi
yang menentukan tambahan atas jumiah refribusi yang telah
ditetapkan.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan kegiatan menghimpun
dan mengelola keterangan dan/atau bukli yang dilaksanakan
secara objekiif dan profesional berdasarkan suaty standar
pemeriksaan urtuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban
refribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan
ketentuan pengaturan perundang-undangan refribusi daerah.
Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah yang
selanjutnya disebut penyidikan adalah serangkaian tindakan yang
dilakukan pleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti
yang dengan bukii itu membuat terang tindak pidana dibidang
refribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

3. Angka 5 dan 6 diubah

sesual  ketentuan PP
No. 18 Tahun 2016

. Angka 7 diubah sesuai

ketentuan Pasal 1
Angka 11 W No. 28
Tahun 2009

. Angka 9, 16, 18, 20,

22, 23, 24, 271 dan
angka 29
disempurnakan sesuai
pengertian yang
terdapal dalam
peraturan  perundang-
undangan
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Penyelenggaraan
Pelelangan tkan

Pasal 3
(1) Dalam rangka kelancaran dan tertib Penyelenggaraan
Pelelangan lkan, Pemerintah Daerah menyediakan lokas|
pelelangan ikan eeda sarana dan prasarananya, serta
menjamin ketertiban, keamanan, dar kebersihan pada lokasi
Pelelangan Ikan,
(2) Lokasi pelelangan ikan ditetapkan dengan Reratweas Bupati

Pasal 4
{1) Setiap ikan hasil tangkapan waijib diperjuatbelikan secara
lelang ditempat pelelangan ikan pada-pangkdian-pondaraian
Dikecualikan dar ketentuan yang sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) adalah sebagai berikut ;
a. penangkapan ikan yang hasilnya kurang dari 5 (lima) kg
dan/atau untuk memenuhi kebutuhan sendin;

®

b. penangkapan ikan yang dilakukan untuk kepentingan
P penelitian imiah atau olahraga; dan
ikan hasil tangkapan yang mempunyai nilai ekonomis

c.
f dan ekspor dengan jenis tertentu dapat diperjualbelikan
secara timbang;
| (SH-arangan-bagi ikan-ikan yang menurut pendapat pengawas
pelelangan tidak layak unfuk masuk dalam pelelangan
dilarang untuk diperjualbelikan melalui lelang.

Pasal 6

(1) Penyelerggara pelelangan ikan harus mendapat izin dari
Bupati.

{(2) lzin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan
kepada koperasi yang telah memenuhi persyaratan.

(3) Bupati dapat mendelegasikan penandatanganan dan
penerbian izin kepada Kepala SKPD.

{4) Dalam hal izin diterbitkan sendir oleh Bupati, Kepala SKPD
merekomendasikan kepada Bupati untuk
dikabulkan/ditolaknya permohonan izin.

(5) Dalam hal suatu pelelangan ikan tidak terdapat koperasi yang
telah memenuhi persyaratan, maka penyelenggaraan
pelelangan ikan dilaksanakan gleh SKPD melalui UPT.

(6) Penyelenggaraan pelelangan ikan oleh SKPD sebagaimana

J dimaksud ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 3
(1) Dalam rangka kelancaran dan terib Penyelenggaraan Pelelangan lkan,
Pemerintah Daerah menyediakan lokasi pelelangan kan dan sarana
prasarananya, serta menjamin ketertiban, keamanan, dan kebersihan pada
lokasi Pelelangan lkan.
(2) Lokasi pelelangan ikan ditetapkan dengan Keputusan Bupati

Pasal 4
(1) Setiap ikan hasil tangkapan wajib diperjuaibelikan secara lelang ditempat
pelelangan ikan.
(2) Dikecualikan dan ketentuan yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah sebagai berikut .
a. penangkapan kan yang hasilnya kurang dari 5 (lima) kg dan/atau
untuk memenuhi kebutuhan sendin;
b. penangkapan ikan yang dilakukan untuk kepentingan penelitian ilmiah
atau olahraga; dan
¢. ikan hasil tangkapan yang mempunyai nilai ekonomis dan ekspor
dengan jenis tertentu dapat diperjualbelikan secara timbang;
d. Ikan-ikan yang menurut pendapat pengawas pelelangan tidak layak
untuk masuk dalam pelelangan dilarang untuk diperjualbelikan melalui
lefang.

Pasal 6

{1) Penyelenggara pelelangan ikan harus mendapat izin dan Bupati.

(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada koperasi
yang telah memenuhi persyaratan.

(3) Bupati dapat mendelegasikan penandatanganan dan penerbitan izin
kepada Kepala SKPD.

(4) Dalam hal izin diterbitkan sendii oleh Bupati, Kepala SKPD
merckomendasikan kepada Bupati untuk  dikabulkan/ditolaknya
permohonan izin,

(5) Dalam hal suatu pelelangan ikan tidak terdapat koperasi yang telah
memenuhi  persyaratan, maka penyelenggaraan pelelangan ikan
dilaksanakan oleh SKPD melalui UPT.

(6) Tata cara penyelenggaraan pelelangan ikan oleh SKPD sebagaimana
dimaksud ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.

J—

Pasal 3 disempumakan.

Pasal 4 disempumakan.

Pasal 6
disempumakan.

ayat

v

7

(8)
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Pasal 7 Pasal 7 Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2)
(1} Koperasi yang dapat mengajukan permohonan izin adalah yang | (1) Koperasiyang dapat mengajukan permohanan izin penvelenqgaraan pelvanan ikan | disempurmakan.
memenuhi persyaratan sebagai berikut : adalah koperasi yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :
a. memenuhi persyaratan sebagai Badan Hukum menurut a. memenuhi persyaatan sebaga Badan Hukum menurut Undang-Undang
Undang-Undang tentang Perkoperasian dan peraturan- fentang Perkoperasian dan peraturan-peraturan pelaksanaannya;
peraturan pelaksanaannya; b. mempunyai bidang usaha dibidang perikanan;
b. mempunyai bidang usaha dibidang perikanan; ¢. mempunyai struktur organisasi dan sumber daya manusia yang cukup dalam
c. mempunyai strukiur organisasi dan sumber daya manusia bidang pelelangan ikan; dan
yang cukup dalam bidang peielangan ikan; dan d. berpengalaman berhasil dan telah nyata melakukan kegiatan usaha ekonomi
d. berpengalaman berhasil dan telah nyata melakukan kegiatan dibidang perikanan,
usaha ekonomi dibidang perikanan. {2) Unuk dapat mengajukan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat {1),
(2) Untuk dapat mengajukan permohonan izin, persyaratan persyaratan administrasi yang harus dipenuhi adalah :
administrasi yang harus dipenuhi adalah ; a. Ketua pengurus mengisi dengan benar dan menandatangani formulir
a. Ketua pengurus mengisi dengan benar dan menandatangani permohonan yang disediakan oleh SKPD;
formulir penmohonan yang disediakan oleh SKPD; b. memperiihatkan asli dan menyampakan masing-masing 1 {satu} foto copy
b. memperlihatkan asli dan menyampakan masing-masing 1 sebagai lampiran permohonan yaitu:
{satu) foto copy sebagal lampiran permohonan yaitu: 1. .
1. .. 2 .
2 .. 3 ..sdangkab.
3 .sdangkab. 3 ..
3 .. 4 ..
4 ..
Nama, Obyek dan Pasal 17 Pasal 17 Pasa 17 disempurnakan.
Subyek Refribusi Dengan nama Refibusi Tempat Pelelangan lkan dipungut Refribusi | Dengan nama Retrbusi Tempat Pelelangan |kan dipungut Refribusi sebagai
sebagal Pembayaran atas pemmm tempat pelelangan ikan | Pembayaran atas pelayanan penvediaan tempat pelelangan ikan yang secara khusus
GR-{em gar-ikan yang disediakan oleh | disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan.
Pemenntah Daerah
Pasal 18 Pasal 18 ayat (1) diubah sesuai
{1) Obyek Refribusi adalah penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus | ketentuan Pasal 130 ayat (1)
disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan termasuk | UL No. 28 Tahun 2009.
jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan tempat pelelangan.
¥4} .
(3}
Prinsip Yang Dianut Bagian Keempat Bagian Keempat Judul bagian keempat
Dalam Penetapan Prinsip Penetapan Struktur dan Besarmya Tarif Retribusi Prinsip Yang Dianut Dalam Penetapan Struktur dan Besamya Tarif Retribusi | disempurnakan.
Struktur dan Besarnya
Tarif Refribusi
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Struktur dan Besarmya Pasal 23 Pasal 23 Pasal 23 ayat {1) ayat (4) huruf
Tarif Retribusi {1) Besarnya ¥ahap refribusi Tempat Pelelangan lkan ditetapkan | (1) Besarnya Tarf refribusi Tempat Pelslangan lkan ditetapkan sebesar 6 % (enam | a disempurnakan.
sebesar 6 % (enam persen) dari harga kelang yang ditetapkan pada persen) dari harga lelang yang ditetapkan pada saat itu, tanpa ada tambahan
saat itu, tanpa ada tambahan dalam bentuk apapun. dalam bentuk apapun.
{2) ...dst {2) ..dst
(3 ...dst (3) ...dst
4 ...dst {4 ..dst
a. 2026-Re—{dua-kema—nol—dua—iima—person} diselor ke Kas 2,25 % (dua koma dua lima persen) disetor ke Kas Daerah untuk Pemenintah
Daerah unfuk Pemerintah Daerah sefempat sebagai Daerah setempat sebagai Pendapatan Daevah;
PendapatanDaerah; b dst
b. ..dst . st
C. . dst (5) ...dst
(5) ....dst
Tata Cara dan Wilayah Pasal 25 Pasal 25 Pasal 25 disempumakan sesuai
Pemungutan {1)  Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan. (1)  Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan. ketentuan Pasal 160 ayat (1),
{2) Refribusi ddetapkan dengan menggunakan SKRD atau Dokumen | (2)  Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang | ayat (2) dan ayat (5) UU No. 28
lain yang dipersamakan, dipersamakan, Tahun 2009 dan Pasal 122 ayat
(3) Berdacorkan—SKkRB sebagaimana dimaksud pada ayat (2), | (3) Dokumen fain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat | (4) dan Pasal 188 Permendagr
memmw berupa karcis, kupon dan kartu langqanan, No. 13 Tahun 2008
4 aperan (4) Hasil pemupgutan refribusi disetor secara biuto ke Kas Daerah. sebagaimana telah  diubah
(5) 3 ; gy da (5) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati beberapakali terakhir dengan
cara pemungutan sesta—penyotesan Reinbusn dlatur dengan Permendagri No. 21 Tahun
Peraturan Bupati 2011
Tata Cara Penyelesaian Pasal X0 Pasal 30 Pasal 30 disempurnakan,
Keberatan (1)  Wajib Refnibusi dapat mengajukan permohonan keberatan atas | (1) Wajib Refribusi dapat mengajukan permohonan keberatan atas SKRD atau | sesuai ketentuan Pasal 162
SKRD dan-STRD. dokumen laip yanq dipersamakan. ayat {1), ayat (3) dan ayat (5),
(2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) | (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan | Pasal 163 ayat (1), ayat (3) dan
disampaikan secara tertulis kepada Bupali atav Pejabat yang secara tertulis kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 2 (dua) | ayat (4) UU No. 28 Tahun 2009
ditunjuk paling lama 2 {dua) bulan sejak tanggal SKRD daw butan sefak tanggal SKRD, kecuali jika wajib refribusi tertentu dapat menunjukan
SFRB. kecuali ada alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. bahwa jangka waktu itu dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
{3) Pengajuan keberatan idak menunda pembayaran. (3} Pengajuan keberatan tidak menunda kewaiiban membayar Retribusi dan
{4} Permmchonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pelaksanaan penagihan retribusi.
diputuskan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka | (4)  Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diputuskan cieh
waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal permohonan Bupati atav Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 {enam)
keberatan diteima. bulan sejak tanggal permohonan keberatan diterima dengan menerbitkan Surat
Keputusan Keberatan.
(5) Pemweheran Bupati atas keberatan sebagaimana dimaksud pada | (5)  Keputusan Bupati atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat
ayat (4) dapat berupa menerima seluruhnya atau menambah berupa menerima seluruhnya atau menambah besamya Retribusi yang terutang.
besarnya Rebibusi yang terutang. (6) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) apabila Bupati tidak
(6) Dalam jangka wakiu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memberikan suatu keputusan, maka keberatan yang diajukan tersebut dianggap

apabila Bupati fidak memberikan suatu keputusan,
keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabufkan.

maka

dikabulkan.

i
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9 | Tata Cara Pembayaran, Pasal H Pasal 31 Pasal 31 disempumakan.
Penyetoran dan Sankst | (1) Rembavararrelribusi-oloh-Wajib-Relrbus-ditakukan secara tunai. (1) Refribusi yang terhutang harus dilakukan secara tunai.
Administrasi (2) Haci-pererimaan—tatibuci-cobagaimana—tiraketd-pada—aya {(2) mbayaran refribusi terhutan aiaman_dim ada ayat itakikan
disolorko-kae-Daerak j selambat-lambatnya 7 (tujuh) han sejak diterbitkannya SKRD dokumen lain yang
(3) Tata cara pembayaran, tempat pembavaran dam—pepyeioran | (3) Tata cara pembayaran, penentuan tempat pembayaran angsuran dan penundaan
retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati. pembayaran retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupat.
Pasal 32 Pasal 32 Pasal 32 disempumakan.
(1) Dalam hal wajib refribusi idak membayar tepat pada wakiunya, | (1) Dalam hal wajib reribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang
dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua membavyar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen)
persen) setiap bulan dari refribusi terutang yang tidak atau kurang setiap bulan dan refribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih
dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD. dengan menggunakan STRD.
(2) Bumrgasebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan palfing lama | (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan paling lama
24 (dua pulub empat) bulan sejak keterlambatan dan disetorkan ke 24 {dua puluh empat) bulan sejak keterlambatan dan disetorkan ke Kas Daerah,
Kas Daerah.
10 Tata Cara Penagihan Pasal 33 Pasal 33 Pasal 33 ayat (1) dan ayat (6)
(1) Retribusi yang terutang atau kurang bayar oleh Wajib Refribusi | (1) Penagihan Refribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar oleh Wajib | disempumakan.
pada waktunya, dikeluarkan Surat Teguan/Peringatanfsural lain Retribusi pada waktunya, dikeluarkan Surat Teguran/Peringatan/surat lain yang
yang sejenis sebagai awal—tirdakas pelaksanaan penagihan sejenis sebapai indakan awal pelaksanaan penagihan Refribusi segera setelah 7
Refibusi segera setelah 7 (Tujuh) hari sejak jatuh tempo (Tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
pembayaran. {2} ..
@ .. 3 .
(3 .. 4 ..
4 .. 5 ..
{5 ... (6) Tata cara penagihan dan penerbitan surat tequran/pemungutan/peringatan/surat
{6) Tata cara penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3). lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) diatur
{4) dan (5) diatur dengan Peraturan Bupat dengan Peraturan Bupati
Pasal ¥ Pasal 34 Pasal 34 ayat (1) dan ayat (4)
{1) Hak untuk melakukan penagihan refribusi, kedaluwarsa setelah | (1} Hak untuk melakukan penagihan refribusi menjadi, kedaluwarsa selelah melampui | disempumakan.
melampui jorgka wakty 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya refribusi, kecuali apabita wajib
terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib refribusi melakukan retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
tindak pidana dibidang refribusi. 2 ..
@ .. (3 -.
@ .. (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
{4} Pengakuan utang refribusi secara langsung sebagrana dimaksud huruf b, adalah wajib refribusi dengan kesadarannya menyatakan masih
pada ayat (2) huruf b, adalah wajb retribusi dengan kesadarannya mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah,
menyatakan masih mempunya uiang retribusi dan belum | (5) ...
melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
5 ..
B (5) | i

/"q—'
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11 | Insentif Pemungutan Pasal 40 Pasal 40 Pasal 40 ayat (2
(1) SKPD yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat | (1) SKPD yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberikan insentif | disempumakan.
diberikan insents atas dasar pencapaian kineria tertentu. atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) | (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui
ditetapkan memak# Anggaran Pendapatan dan Belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Daerah. (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud
(3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati yang Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang
beraku
Pasal 41 Pasal 41 Pasal 41 ayat (2)
(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana | (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam | disempumakan sesuai
dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 15 Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 15 diancam pidana kurungan paling | ketentuan Pasal 176 UU No.
diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 ( lima puluh | 28 Tahun 2009
denda paiing banyak Rp.50.000.000,00 ( lima puluh juta juta rupiah ).
rupiah ). (2) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan
(2) Waijib Refribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya keuangan daerah diancam pidana kurungan paling iama 3 (tiga) bulan atau
sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak
kurungan paling lama 6-{aRass bulan atau pidana denda atau kurang dibayar.
paling banyak 3 (liga) kali jumlah Retribusi terutang yang | (3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah
tidak atau kurang dibayar. pelanggaran,
| (3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan | (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan
ayat (2) adalah pelanggaran. penefimaan negara.
(4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
merupakan penerimaan negara.
12 | Ketentuan Penyidikan Pasal 42 Pasal 42 Pasal 42
(1) NPT (1) Selain penvidik Kepolisian Republik Indonesia Pejabat Pegawai Negeri | > 2/t (1) akda“ ayat (@
Sipil tertentu dilingkungan Pemernintah Daerah diberl wewenang khusus kxmﬂ;m L;r,',pm I ﬁﬂ
sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang 219 UU No. 12 Tahun 2011,
Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Acara dalam merumuskan ketentuan
Pidana. yang menunjuk  pejabat
(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalh Pejabat Pegawai | "ot *baag;;r Pg::
Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat cleh mengurangi  kewenangan
(2) pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang- peryidik  umum  untuk
cdet—PBibil—sobagaimaR-<=ai undangan. :‘Ielak(l;‘;agps;{.\dﬂ(anad ‘
BerORaRG | c. yat iy menjadi aya
a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang e feprtsan, Pesal
teniang adanya tindak pidana; 3

{
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melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian
dan melakukan dan melakukan pemeriksaan;

menyuruh berherti seorang tersangka dan memeriksa tanda
pengenal din tersangka;

melakukan penyitazn benda dan/atau surat;

mengarbil sidik jari dan memotret sesecrang;

memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagal
tersangka ateusaksi;

mendatangkan crang ahli yang diperiukan dalam hubungan
dengan pemeriksaan perkara;

mengadakan penghenfian penyidikan setefah mendapat
petunjuk dari penyidik umum bahwa §idak terdapat cukup
bukt, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana
dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal
tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau
keluarganya; dan

mengadakan findakan lain menurut hukum yang dapat

dlpertanggungjawabkan

{3 Wewenang penyidik bagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

{4

o

menerima, mencar, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau faporan
berkenaan dengan tindak pidana dibidang refribusi agar keferangan atau
laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

menedfi, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau
badan tentang kebenaran perbuatan yang diiakukan sehubungan dengan
tindak pidana dibidang retribusi daerah tersabut;

meminta keterangan dan bahan bukli dart orang atau badan sehubungan
dengan tindak pidana dibidang refribusi daerah;

memeriksa bukur, catatan dan dokumen iain berkenaan dengan tindak pidana
dibidang retribusi daerah;

melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukfi dari pembukuan,
pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang
bukti tersebut;

meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan
findak pidana dibidang retribusi daerah;

menyuruh berhenti dan/atas melarang seorang meninggalkan fuangan atau
tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas
orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;

memoiret Seseorang yang berkaitan dengan findak pidana dbidang retribusi
daerah;

memanggil s5eseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai
fersangka dan saksi;

menghentikan penyidikan; dan/atau

melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana
dibidang retribusi daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,

Penyidk sebagaimana dmaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya

penyidikan dan penyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalyi

Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sasuai dengan ketentvan yang diatur
dalam tndang-Undang Hukum Acara Pidana.

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
PROVINS! LAMPUNG

Pada akhir kolom penetapan
dan penpundangan lambahkan
frase Nomor register sesuai
ketentuan Permendagri No. 80
Tahun 2015

GUBERNUR LAMPYNG,

M. JIDHO RIEARDO




